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BAB IV   

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di 

Desa Mekar Jaya, yaitu Tokoh Adat berperan menjadi Motivator, 

memberikan solusi, motivasi serta jalan keluar apabila terdapat masalah 

dan sebagai Mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak 

penengah yang netral antara para pihak yang bersengketa, dengan terlebih 

dahulu mencari bukti-bukti yang valid dan akurat selain itu juga sebagai 

pemimpin dalam musyawarah adat proses penyelesaian sengketa 

perbatasan tanah, sebagai hakim perdamaian dalam proses pengambilan 

keputusan penyelesaian sengketa perbatasan tanah, dan juga sebagai 

fasilitator apabila kedua belah pihak tidak menerima solusi atau jalan 

keluar dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan akan 

melaksanakan musyawarah kembali hingga tercapainya kesepakatan atau 

ditemukan solusi yang diingkan oleh para pihak yang bersengketa dan para 

pihak pun merasa puas dengan kesepakatan tersebut. 

2. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa 

Mekar Jaya yaitu: ketidakjelasan batas wilayah seperti patok tanah yang 

hanya mengandalkan pada penanda alam saja seperti pohon-pohon besar, 

batu, sungai dan lainnya dalam menentukan batasan tanah tidak 

menggunakan patok tanah  yang menggunakan tiang beton yang ditanam 
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di dalam tanah sehingga patok mudah tergeser dan menghilang begitu saja, 

tidak adanya bukti kepemilikan seperti sertipikat tanah atau  peta batas 

tanah maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tanah, 

tingginya sifat emosional dari para pihak yang terlibat, keterbatasan 

pengetahuan dan pemaham hukum mengenai hukum pertanahan sehingga 

para pihak yang bersengketa bingung bagaimana cara menyelesaikannya 

dan di mana harus menyelesaikan kasus ini, kurangnya kedisiplinan para 

pihak, ketidakjelasan pemilik tanah, tingkat pendidikan yang relative 

rendah sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami 

inti permasalahan yang menjadi fokus dalam musyawarah dan 

menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi semakin 

rumit untuk diselesaikandan dan juga adanya saksi tetapi enggan menjadi 

saksi dalam proses penyelesaian sengketa.  

3. Upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa 

Perbatasan Tanah di Desa Mekar jaya yaitu: Lembaga Adat biasanya 

membentuk gabungan atau kerja sama dengan Lembaga Adat di tingkat 

Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan Mediasi (musyawarah) 

sementara. Langkah ini dilakukan karena hak-hak konstitusional atas lahan 

yang disengketakan masih belum jelas atau kabur dan Lembaga Adat juga 

berperan aktif untuk mendorong penyelesaian sengketa perbatasan tanah 

agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, dan 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Selanjutnya, penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Lembaga Adat Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang 

Hari Provinsi Jambi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam 

menyelesaikan sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar jaya. Hal ini 

sangat penting untuk dipertahankan dan tingkatkan kembali guna menjaga 

reputasi Lembaga Adat Desa di kalangan masyarakat Desa Mekar Jaya. 

2. Sebaiknya sebagai langkah yang tepat dalam menetapkan patok tanah 

mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan sembarangan. Hal 

ini bertujuan agar patok tersebut tidak mudah hilang ataupun tergeser 

sehingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih jelas tahan lama dan tetap 

berada ditempatnya tidak bergeser dan tergeser. 

3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Batang hari menetapkan Peraturan 

Daerah (Perda) yang mengatur tentang ketentuan mengenai perbatasan 

tanah di Kabupaten Batang Hari Kecamatan Bajubang khususnya di Desa 

Mekar Jaya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah 

potensi sengketa di masyarakat.. 
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